PERNYATAAN TELAH
DIREVIU



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
INSPEKTORAT DAERAH

'~ Jalan Raya Pattimura Nomor 1, Uritetu, Sirimau, Ambon, Maluku 97124

Telepon (0911) 353377 Faksimile (0911) 353377
Laman: www.malukuprov.go.id Pos-el: inspektorat@malukuprov.go.id

Pernyataan Telah Direviu

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku
untuk Tahun Anggaran 2024 berupa Neraca Per Tanggal 31 Desember 2024,
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas
Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah Berbasis Akrual.

Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada
pejabat entitas pelaporan dan prosedur analitis yang diterapkan atas data
keuangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi,
keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran,
dan pelaporan keuangan dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih
sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan
peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan
keuangan secara keseluruhan.

Kami memberikan catatan atas terdapatnya:

. Laporan Realisasi Anggaran.

SILPA Tahun 2023 sebesar Rp98.370.079.274,76 seharusnya dianggarkan dalam
pembiayaan-penggunaan SILPA Tahun 2024, namun dicatat sebesar
Rp98.316.356.017,00 sehingga terdapat selisih kurang penggangaran sebesar
Rp53.723.257,76.
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B. Neraca.
1. Dinas Kesehatan.

Kas di Bendahara Pengeluaran tercatat sebesar Rp605.937.213,00. Dari nilai
tersebut, nilai sebesar Rp605.132.000,00 merupakan permintaan TUP Kegiatan
Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan
Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan kesehatan Berbasis
Telemedicine) dengan nomor SP2D
81.00/04.0/000213/TU/1.02.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2024 tanggal 15 Agustus
2024, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 belum
dipertanggungjawabkan, sedangkan batas waktu pertanggungjawaban TUP
sesuai dengan ketentuan adalah 30 (tiga puluh) hari.

. Dinas Pendidikan.

Kas di Bendahara Pengeluaran tercatat sebesar Rp7.266.188.349,00. Nilai
tersebut merupakan kelebihan belanja Gaji dan Tunjangan Guru Tahun 2024,
Kelebihan belanja tersebut disebabkan oleh SKPD yang tidak
memperhitungkan realisasi SP2D manual pada saat melakukan perubahan
anggaran sehingga mengakibatkan anggaran tersebut kurang (minus). SKPD
telah menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp3 500.000.000,00 sesuai STS
tanggal 28 Februari 2025,

. Sekretariat Daerah.

Pencatatan dan penyajian nilai penyisihan piutang belum sesuai dengan
kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi Maluku yang diatur dalam Peraturan
Gubernur Maluku Nomor 2.a Tahun 2016, seharusnya Rp1.080.439.856,50
namun dicatat sebesar Rp1.065.105.023,50 sehingga terdapat selisih sebesar
Rp15.334.833,00.

Perhitungannya sebagai berikut:

Nama | Tahun PI.J“‘“" Nilai Piutang | Kualitas | % | Penyisihan
1utang
Dra. A, 2010 14 | 1.026325.649,00 | Macet 100 | 1.026.323.649,00
Huwae
Lainnya 2008 16 1.300.000,00 | Macet 100 1.300.000,00
N 2018 6 30.669.666,00 | Macet 100 | 30.669.666,00
: 2019 5 44.293.083,00 | Diragukan | 50 22.146541 50
Fumlah 1.102.586.398,00 1.080.439.856,00

. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pendapatan Diterima Dimuka dicatat sebesar Rp37.000.000,00 yang
seharusnya Rp7.000.000,00 kesalahan pencatatan ini disebabkan, SKPD
menjurnal:

Uraian Debit Kredit

Retribusi Penyewaan Tanah dan Rp15.000.000,00
Bangunan - LO
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Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Rp15.000.000,00
Tanah-Tanah Persil-Tanah
Bangunan Perumahan/Gedung
Tempat Tinggal

nilai sebesar Rp15.000.000,00 diatas, berasal dari saldo Pendapatan Diterima
Dimuka Tahun 2023 sebesar Rp22.000.000,00 yang harus diakui sebagai
Pendapatan di Tahun 2024.

jurnal seharusnya:

Uraian Debit Kredit

Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Rp15.000.000,00
Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan
Perumahan/Gedung Tempat Tinggal

Retribusi Penyewaan Tanah dan Rp15.000.000,00
Bangunan - LO

5. Dinas Pariwisata.
Persediaan dicatat sebesar Rp952.940.000,00 namun sesuai Berita Acara
Monitoring dan Evaluasi Stock Opname Barang Persediaan Dinas Pariwisata
berjumlah Rp956.126.400,00 sehingga terdapat selisih kurang pencatatan
sebesar Rp3.186.400,00.

6. Dinas Ketahanan Pangan.
Persediaan dicatat sebesar Rpl.085.582.940,12 yang merupakan stok beras
Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Maluku yang disimpan di Gudang
Bulog Maluku, nilai tersebut dicatat sebesar nilai wajar. Hal ini tidak sesuai
dengan PSAP No. 05 (Akuntansi Persediaan) Paragraf 15 huruf (a) yang
menyatakan, Persediaan disajikan sebesar: biaya perolehan apabila diperoleh

dengan pembelian karena stok beras tersebut diperoleh dari pembelian Tahun
2020 dan 2022.

C. Laporan Operasional.

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Retribusi Daerah-LO dicatat sebesar Rp9.645.505.993,00 yang didalamnya
terdapat pendapatan sewa lahan dari Telkomsel sebesar Rp12.000.000,00.
Pendapatan tersebut merupakan pendapatan 1 (satu) Tahun terhitung mulai
tanggal 1 Oktober 2024 s.d 30 September 2025 sesuai Perjanjian Kerjasama
Nomor PKS.664/LG.05/AR.004/X1/2024, sehingga SKPD harus mencatat
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 sebesar Rp9.000.000,00 dan sisanya
sebesar Rp3.000.000,00 dicatat sebagai Pendapatan Retribusi-LO.

2. Dinas Pemuda dan Olahraga.
Beban Hibah dicatat sebesar Rp15.095.680.200,00 yang didalamnya terdapat
pekerjaan pembangunan lapangan dan sarana prasarana olahraga sebesar
Rp668.440.200,00 yang belum diserahkan, dengan rincian sebagai berikut:
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No. Nama Pekerjaan Nomor SPK J mnl(alilpl))ana
Pekerjaan Pembangunan | 917/005/SPK- 139.861.700,00
Lapangan Voli Dusun Iha | DISPORA/APBD/X/2024,

Lengkong Negeri Liang tanggal 25 Oktober 2024
Kec. Salahutu
Pekerjaan Pembangunan | 917/006/SPK- 144.824.400,00
Lapangan Futsal DISPORA/APBD/X/2024,
Kelurahan Lesane Kab. tanggal 25 Otkber 2024
Maluku Tengah Tahap II
Pekerjaan Pembangunan | 917/010/KONTRAK- 248.885.800,00
Sarana Prasarana DISPORA/APBD/ X1/2024,
Olahraga Panjat Tebing tanggal 13 November 2024
Pekerjaan Pembangunan | 917/007/SPK- 134.868.300,00
Sarana Prasarana DISPORA/APBD/X/2024,
Olahraga BTN Kebun tanggal 25 Oktober 2024,
Cengkeh (hutang) ADD 917/007/ ADD I/SPK-
DISPORA/APBD/X1/2024
Jumlah 668.440.200,00

belanja hibah tersebut harus diakui sebagai persediaan dalam neraca SKPD.

D. Laporan Keuangan SKPD.
Sampai dengan selesainya pelaksanaan reviu, masih ada 18 (delapan belas) SKPD
yang masih dalam proses reviu dan 4 (empat) SKPD yang belum menyerahkan

laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

Sudah
Sudah | Diserahkan, Belum
No. Nama SKPD Selesai namun Menyerahkan
Reviu | masih Proses Laporan
Reviu
1. | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ‘\I
2. | Dinas Kesehatan N
3. | Dinas Pekerjaan Umum dan N
Penataan Ruang
4. | Dinas Perumahan dan Kawasan N
Permukiman
5. | Satuan Polisi Pamong Praja v
6. | Badan Penanggulangan Bencana N
Daerah
7. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik +
8. | Dinas Sosial N
9. | Dinas Tenaga Kerja dan N
Transmigrasi
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10. | Dinas Pemberdayaan Perempuan v
dan Perlindungan Anak
11. | Dinas Ketahanan Pangan N
12. | Dinas Lingkungan Hidup o
13. | Dinas Kependudukan dan Catatan N
Sipil
14. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat v
dan Desa
15. | Dinas Perhubungan \I
16. | Dinas Komunikasi dan Informatika v
17. | Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
18. | Dinas Penanaman Modal dan PTSP N
19. | Dinas Pemuda dan Olahraga N
20. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan v
21. | Dinas Kelautan dan Perikanan V
22. | Dinas Pariwisata v
23, | Dinas Pertanian v
24. | Dinas Kehutanan v
25. | Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral
26. | Dinas Perindustrian dan v
Perdagangan
27. | Sekretariat Daerah v
28. | Sekretariat DPRD v
29. | Badan Penghubung Provinsi N
30. | Inspektorat v
31. | Badan Perencanaan Pembangunan v
Daerah
32. | Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
33. | Badan Pendapatan Daerah v
34. | Badan Kepegawaian Daerah V
35. | Badan Pengembangan Sumberdaya v
Manusia
36. | Badan Pengelola dan Perbatasan v
Daerah
Jumlah 14 18

D. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) -~ Prosedur Analitis.
Berikut selisih atas prosedur analitis yang belum dapat dijelaskan pada LKPD

Tahun 2024 (penjelasan terlampir):

1. Pendapatan (LO) dan Pendapatan (LRA).
2, Lain-lain PAD yang Sah (LO) dan Lain-lain PAD yang Sah (LRA).




3.

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Berjalan (LO) dan
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Tahun Berjalan (LRA)
Lain-lain Pendapatan yang Sah (LO) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah (LRA).

4.
5. Beban Barang dan Jasa (LO) dan Belanja Barang dan Jasa (LRA).
6. Beban Subsidi (LO) dan Belanja Subsidi (LRA).

7
8
9.

Beban Hibah (LO) dan Belanja Hibah (LRA).

.’ Beban Bantuan Sosial (LO) dan Belanja Bantuan Sosial (LRA).

Beban Penyisihan Piutang (LO) dan Penyisihan Piutang (Neraca)

10. Beban Penyisihan Investasi Non Permanen (LO) dan Penyisihan Investasi Non

Permanen (Neraca).

11. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin (LO) dan Akumulasi Penyusutan Aset

Tetap Peralatan dan Mesin (Neraca).

12. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan (LO) dan Akumulasi Penyusutan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan (Neraca).

13. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan (LO) dan Akumulasi Penyusutan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (Neraca).

14. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya (LO) dan Akumulasi Penyusutan Aset

Tetap Lainnya (Neraca).

Terhadap catatan pengecualian tersebut, meskipun materialitasnya rendah, tetap
harus ditindaklanjuti oleh manajemen.

Berdasarkan reviu, pengecualian pada masalah yang kami jelaskan dalam paragraf di
atas, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan
yang kami sebutkan di atas, tidak disajikan berdasarkan Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah yang memadai dan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ambon, Maret 2025

ASMONO, M.Si, CGCAE
JLembihe Utama Madya
Nip“' 197412261994121003



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



GUBERNUR MALUKU

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku yang terdiri dari (a) Laporan
Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL):
(c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CalK} Tahun
Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan ftersebut felah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intem yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara

Ambon, 26 Mei 2025
. /An-GUBERNUR MALUKU
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RINGKASAN EKSEKUTIF



RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan/Barang
Daerah menyampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD
berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-
RI) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku tahun anggaran 2024 terdiri
atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan
Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CalLK). Secara
ringkas diuraikan sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar
sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah
Provinsi Maluku, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Realisasi Pendapatan Daerah tahun anggaran 2024 sebesar
Rp3.086.200.017.578,00 atau 94,18% dari anggaran pendapatan setelah perubahan
APBD tahun 2024 sebesar Rp3.276.879.595.646,00. Realisasi Pendapatan tahun
anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,57% jika dibandingkan dengan
realisasi pendapatan tahun anggaran 2023.

Realisasi Belanja  Daerah  tahun  anggaran 2024  sebesar
Rp3.238.523.726.031,00 atau 93,95% dari anggaran belanja daerah setelah
perubahan APBD tahun 2024 sebesar Rp3.042.434.960.285,66, Realisasi Belanja
APBD tahun 2024 mengalami peningkatan 1,93% dibandingkan dengan tahun
anggaran 2023.

Realisasi Belanja  Transfer tahun  anggaran 2024  sebesar
Rp295.655.060.811,00 atau 97,90% dari anggaran belanja transfer sesuai dengan
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anggaran Perubahan pada tahun anggaran 2024 sebesar Rp302.003.625.580,97.
Realisasi Transfer APBD tahun anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 5,78%
jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2023.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2024 sebesar
Rp98.370.079.274,76 atau 100,05% dari anggaran penerimaan pembiayaan
sebesar Rp98.316.356.017,00. Realisasi pengeluaran pembiayaan tahun anggaran
2024 sebesar Rp136.672.225.632,00 atau 100% dari anggaran pengeluaran
pembiayaan sebesar Rp136.672.225.632,00 sehingga total realisasi Pembiayaan
Netto sebesar (Rp38.302.146.357,24) atau 99,86% dari anggaran sebesar
(Rp38.355.869.615,00).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2024 sebesar
Rp5.462.910.935,11 mengalami penurunan sebesar Rp92.907.168.339,67 atau
94,45% dari SiLPA tahun anggaran 2023 sebesar Rp98.370.079.274,77.

NERACA

Neraca Pemerintah Provinsi Maluku merupakan ‘faporan yang
menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Maluku mengenai Aset,
Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu.

Total Nilai Aset Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2024 sebesar
Rp7.246.068.663.803,98, sama dengan total nilai Kewajiban
Rp7260.612.787.998,93 ditambah total nifai Ekuitas sebesar
Rp6.519.455.875.805,05.

Jumlah Aset Pemerintah Provinsi Maluku per 31 Desember 2024 sebesar
Rp7.246.068.663.803,98, terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp260.547.619.943,27,
Investasi Jangka Panjang sebesar Rp819.492.327.914,65, Aset Tetap sebesar
Rp6.245.142.175.789,47.

Dana Cadangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0 dan Aset Lainnya
sebesar Rp920.886.540.156,59.

Posisi Kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp726.612.787.998,93
meliputi Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp453.268.473.420,93 dan Kewajiban
Jangka Panjang sebesar Rp273.344.314.578,00. Sedangkan posisi Ekuitas per 31
Desember 2024 sebesar Rp6.519.455.875.805,05.



LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi Maluku merupakan iaporan yang
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama
satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.

Selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, saldo kas
vang dimiliki Pemerintah Provinsi Maluku mengalami penurunan sebesar
(Rp92.896.350.511,66), dengan rincian kenaikan arus kas bersih dari aktivitas
operasi sebesar Rp428.210.797.285,34, penurunan arus kas bersih dari aktivitas
investasi sebesar (Rp384.445.739.993,00), arus kas bersih dari aktivitas pendanaan
sebesar {Rp136.672.225.632,00), dan penurunan arus kas bersih dari aktivitas
transitoris sebesar Rp10.817.828,00.

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO tahun anggaran 2024 sebesar Rp3.427.327.988.004,42,
yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp667.060.510.107,00
Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp2.422.371.882.544,00 dan Lain-ain
Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp337.895.595.353,42.

Sedangkan beban yang timbul dari kegiatan operasional selama tahun
anggaran 2024 sebesar Rp3.178.356.274.517,06. Surplus/(Defisit) Operasional
sebesar Rp248.971.713.487,36, Surpluis/Defisit Kegiatan Non Operasional-LO
(Rp50.055.546.592,99), Beban Luar Biasa sebesar Rp 77.331.000,00, sehingga
terjadi Surplus-LO sebesar Rp298.949.929.080,35.

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi Maluku
menyajikan informasi mengenai kenaikan atau Penurunan Saldo Anggaran Lebih
tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Saldo anggaran lebih awal sebesar Rp98.370.079.274,76 dengan
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan dalam fahun anggaran 2024
sebesar (Rp98.370.079.274,77) ditambah dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SILPA) tahun anggaran 2024 sebesar Rp5.462.910.935,11. Terdapat Koreksi
Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp0,01. Nilai Saldo Anggaran
Lebih akhir sebesar Rp5.462.910.935,11.



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi Maluku menyajikan
informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-
LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi  yang langsung
menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif
perubahan kebijakan/kesalahan mendasar.

Saldo ekuitas awal sebesar Rp6.131.786.731.627,81, ditambah
Surplus/Defisit-LO sebesar Rp298.949.929.080,35, ditambah dengan dampak
kumulatif perubahan berupa koreksi ekuitas sebesar Rp88.719.215.096,89,
sehingga saldo ekuitas akhir menjadi sebesar Rp6.519.455.875.805,05.
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku menyajikan
informasi tentang penjelasan secara naratif atau analisis atas nilai suatu pos yang
disajikan dalam LRA, Neraca, LAK LO, LPSAL dan LPE dalam rangka
pengungkapan secara menyeluruh yang memadai.

Ambon, 26 Mei 2025
An.GUBERNUR MALUKU
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MANAJEMEN



Nomor
Lampiran
Perihal

GUBERNUR MALUKU

900.1.3.10/897

SURAT REPRESENTASI Kepada Yth.

MANAJEMEN Kepala BPK-RI Perwakilan
Provinsi Maluku
JI. Laksdya Leo Wattimena
di

Ambon

Kami memberikan Surat Representasi ini sehubungan dengan Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2024, yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024, Neraca per 31
Desember 2024, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan
Catatan atas Laporan Keuangan (CalLK). Kami menegaskan bahwa kami
bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan tersebut sesuai
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Representasi surat ini diberikan terbatas pada
hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga
menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar
pengguna Laporan Xeuangan, yang mengandaikan kepercayaan pada informasi Laporan
Keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik,
Representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK-RI selama pemeriksaan :

. Laporan Keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP).

2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan
kepada Tim BPK-RI.

3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam Laporan
Keuangan.

4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam Pemerintahan
sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.

5. Pemerintah Provinsi Maluku memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki dan tidak
terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.

6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran
terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam Laporan
Keuangan.

7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam Laporan
Keuangan.

8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum
diungkapkan.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pemerintah Provinsi Maluku telah mematuhi semua aspek pegjanjian kontrak yang
akan mempunyai dampak material terhadap Laporan Keuangan jika terjadi
pelanggaran.

Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang telah terjadi setelah tanggal 31

Desember 2024 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan

Keuvangan,

Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja penghilangan jumniah atau

pengungkapan dalam Laporan Keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat

berdampak material terhadap Laporan Keuangan) dan kecurangan lain yang
melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peranan penting dalam
pengendalian intern.

Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem

pengendalian intern.

Kami telah menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam hal:

a. Keandalan Pelaporan Keuangan : Transaksi-transaksi telah dicatat, diproses dan
diringkas secara memadai unfuk memungkinkan penyusunan Laporan
Keuangan sesual dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah
dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan
atau pelepasan hak yang tidak sah.

b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: Transaksi-transaksi yang dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material
terhadap Laporan Keuangan.

Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan

dan pelaksanaan pengendalian intem yang berdampak negatif terhadap kemampuan

Pemerintah Provinsi Maluku dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan

mengidentifikasikan kelemahan-kelemahan yang material.

Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan kevangan sesuai

ketentuan perundang-undangan tentang Keuvangan Negara/Daerah dan SAP.

Kami telah mengidentifikasikan dan mengungkapkan semua peraturan dan Undang-

Undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam

Laporan Keuangan.

Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan

perundang-undangan yang berlaku.
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Demikian Surat Representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK-
Rl atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Ambon, 26 Mei 2025
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KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa Kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
Provinsi Maluku Tahun Anggaran yang berakhir per tanggal 31 Desember 2024 dapat
diterbitkan. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mempunyai tugas antara lain menyusun Laporan
Keuangan yang merupakan perfanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku adalah entitas yang berkewajiban
memyelenggarakan akumansi dan  faporan  pertanggungjawaban  atas
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu
pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Fkuitas dan Catatan atas
Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2024
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna
kepada Pemerintah, DPRD, Pihak Fiscus, Investor, dan Lembaga Pemeriksa dalam
rangka pengambilan keputusan yang relevan sehubungan dengan penggunaan
Sumber Daya Ekonomi. Pemerintah Provinsi Maluku berupaya menyajikan Laporan
Keuangan secara andal sebagai perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik (good
governance).

Ambon, 26 Mei 2025
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LAPORAN REALISAS| ANGGARAN
(LRA)



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

AUDITED
ANGGARAN REALISASI REALISASI
URAIAN REFF TA 2024 TA 2024 (%) TA 2023
(Rp) (Rp) (Rp)
PENDAPATAN - LRA V.AA 3,276,879,505,646.00 |  3,086,200,017,578.00 |  94.18 | 3,068,566,443,639.92
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA VAL 834,674,802,646.00 652,248,933,754.00 | 7814 |  664,661,915,576.92
Pendapatan Pajak Daerah - LRA VA111 551,164,095,518.00 537,680,579,892.00 97.55|  528,323,423,633.00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA VA112 49,590,987,600.00 28,220,404,387.00 56.91 29,438,152,396.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan
Dttt yas Dk <L A VA113 63,050,867,181.00 34,366,552,156.00 54.51 45,249,705,583.00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA VAI114 170,868,852,347.00 51,981,397,319.00 30.42 61,650,633,964.92
PENDAPATAN TRANSFER - LRA VA115 |  2,441,784,793,000.00 |  2,429,052,777,544.00 |  99.48 | 2,403,604,828,063.00
f;:""”“" it Pamasintol Pune - VA12 2,441,784,793,000.00 |  2,429,052,777,544.00 99.48 | 2,403,604,828,063.00
Dana Bagi Hasil - LRA VA121 70,430,943,000.00 77.418,827,92200 | 109.92 82,908,847,508.00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA VA123 1,632,179.988,000.00 |  1,626,314,998.231.00 |  99.64 | 1,578,757,743,746.00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA VA124 739,173,862,000.00 725,318,951,391.00 98.13 |  741,938,236,809.00
gt e s VA13 420,000,000.00 4,898,306,280.00 | 1,166.26 299,700,000.00
Pendapatan Hibah - LRA VA13.1 420,000,000.00 4,898,306,280.00 | 1.166.26 299,700,000.00
BELANJA VA2 3,238,523,726,031.00 |  3,042,434,960,285.66 93.95 | 2,984,803,404,999.97
BELANJA OPERASI V.A21 2,495,343,443,824.03 |  2,362,256,828,481.66 |  94.67 | 2,202,500,434,279.86
Belanja Pegawai VA2 1,150,527,603,340.03 | 1,129,294,047,956.05 98.15 | 1,014,931,784,537.03
Belanja Barang dan Jasa VAZ 969,160,341,927.00 867,848,630,912.61 89.55 |  940,698,621,43583
Belanja Bunga VA2 1,011,374,216.00 758,530,701.00 |  75.00 1,011,374,216.00
Belanja Subsidi VA2 788,430,000.00 667,985830.00 | 84.72 254,567,064.00
Belanja Hibah VA2 369,712,384,341.00 360,292,649.810.00 | 97.45| 240,414,513 ,652.00
Belanja Bantuan Sosial VA2 4,143,310,000.00 3,394,083,272.00 81.92 5,279,573,375.00
BELANJA MODAL VA2 439,676,656,616.00 384,445,739,993.00 87.44 |  502,704,093,994.11
Belanja Modal Tanah VA2 - - - 6,236,590,000.00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin VA2 85,591,999,305.00 75,529,559,323.00 88.24 104,177,305,280.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan VA2 239,112,859,661.00 207,105,737,214.00 86.61 232,721,421,207.00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan VA2 113,147,301,950.00 100,659,192,956.00 88.96 155,848,680,860.11
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya VA2 1,644,895,700.00 1,003,620,500.00 | 61.01 2,258,974,647.00
Belanja Modal Aset Lainnya VA2 179,600,000.00 147,630,000.00 |  82.20 1,461,122,000.00
BELANJA TAK TERDUGA VAZ 1,500,000,000.00 77,331,000.00 5.16 .
Belanja Tak Terduga V.A2 1.500,000,000.00 77,331,000.00 5.18 -
TRANSFER VA2 302,003,625,590.97 295,655,060,811.00 97.90 |  279,508,876,726.00
TRANSFER BAG! HASIL PENDAPATAN VA2 302,003,625,590.97 295,655,060,811.00 97.90 |  279,508,876,726.00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah VA2 302,003,625,590.97 295,555,060,811.00 97.90 |  279,508,876,726.00
SURPLUS / (DEFISIT) 38,355,869,615.00 43,765,057,292.34 | 114.10 83,763,038,639.95
|PEMBIAYAAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN VA3 98,316,356,017.00 98,370,079,274.77 | 100.05 |  152,779,266,266.82
Penggunaan SILPA VA3 98,316,356,017.00 98,370,079,274.77 | _ 100.05 152,779,266,266.82
PENGELUARAN PEMBIAYAAN VA3 136,672,225,632.00 136,672,225,632.00 |  100.00 138,172,225,632.00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah
Bk VA3 ’ . : 1,500,000,000.00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri VA2 136,672,225,632.00 136,672,225632.00 |  100.00 136,672,225,632.00
PEMBIAYAAN NETTO (38,355,869,515.00) {38,302,146,357.23)| _ 99.86 14,607,040,634.82
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) : 5,462,910,935.11 98,370,079,274.77

An. GUBERNUR MALUKU

SEKRETARIS DAERAH
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LAPORAN PERUBAHAN SALDO
ANGGARAN LEBIH - LPSAL



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

AUDITED
(Dalam Rupiah)
URAIAN TAHUN ANGGARAN 2024 |TAHUN ANGGARAN 2023
Saldo Anggaran Lebih Awal 98,370,079,274.76 152,779,266,266.82
Penggunaan SAL sbg Penerimaan Pembiayaan (98,370,079,274.77) (152,779,266,266.82)

Tahun Berjalan
Sub Total

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
(SILPA/SIKPA)
Sub Total

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Lain-lain
Saldo Anggaran Lebih Akhir

(0.01)

5,462,910,935.11

98,370,079,274.76

5,462,910,935.10 98,370,079,274.76
0.01 -
5,462,910,935.11 98,370,079,274.76

An, GUBERNUR MALUKU
SEKRETARIS DAERAH
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PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
NERACA

UNTUK PERIODE PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

AUDITED {Dalam Rupizh}
URAIAN Reff TAHUN 2024 TAHUN 2023
(Rp) (Rp)
ASET
ASET LANCAR
Kas Di Kas Daerah V.C.1.1 1.025,056,664.60 92,809,037,913.73
Kas Di Bendahara Penerimaan V.C.1.1 - -
Kas Di Bendahara Pengeluaran v.C1.1 396,280,601.00 1,217,876.00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah V.C.11 2,476,623,250.36 3,966,386,284.93
Kas Dana BOS V.C.1.1 173,714,941.00 179,755,516.00
Kas Lainnya V.C.11 1,403,271,170.15 1,414,889,557.11
Piutang Pajak V.C.1.1 22,011,254,565.00 21,892,819,071.00
Penyisihan Piutang Pajak V.C.1.1 (4,593,882,983.95) (4,008,318,220.00)
Piutang Pajak Netto V.C.1.1 17,417,371,581.05 17.884,500,851.00
Piutang Retribusi V.C1.1 13,173,483,060.00 3,680,905,600.00
Penyisihan Piutang Retribust V.C11 {210,780,450.00) -
Piutang Retribusi Netto v.C.1.1 12,662,702,610.00 3,690,905,600.00
" Piutang Bagian laba pada BMD V.C.1.1 544,027,767.25 544,027,767.25
Penyisihan Piutang Bagian laba BMD V.C.1.41 - -
Piutang Bagian laba pada BMD Netto V.C.1.1 544,027,767.25 544,027,767.25
Piutang PAD yang Sah V.C.1.1 29,282,021,445.85 25,470,158,046.85
Penyisthan Piutang PAD yang Sah V.C.1.1 (966,396,880.00) (902,662,735.00)
Piutang PAD yang Sah Netto V.C.1.1 28,315,624,565.85 24,567,495,311.85
Piutang Lain-lain V.C.1.1 3,889,287,279,98 3,910,787,279.98
Penyisihan Piutang Lain-lain V.C.1.1 (3,392,325,245.98) {3,403,075,248.98)
Piutang Lain-lain Netto V.C.1.1 496,962,031.00 507,712,031.00
Belanja Dibayar Dimuka V.C.1.1 69,574,302,919.33 260,801,735.00
Persediaan V.C.1.1 125,761,681,832.68 107,671,585,893.31
JUMLAH ASET LANCAR V.C1.1 260,547,619,943.27 253,498,326,337.18
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen
Dana Bergulir V.C.1.2 45,581,000,000.00 45,581,000,000.00
Penyisihan Dana Bergulir V.C1.2 (37,796,437,018.56) (37,840,407,018.56)
Jumlah Investasi Jk Panjang Non Permanen | V.C.1.2 7,784,662,981.44 7,740,592,981.44
Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Vv.C1.2 811,707,764,933.21 760,192,193,352.26
Jumlah Investasi Jk Panjang Permanen v.C.1.2 811,707,764,933.21 760,192,193,352.26
JUMLAH INVESTAS| JANGKA PANJANG v.C1.2 819,492,327,914.65 767,832,786,333.70




URAIAN Reff TAHUN 2024 TAHUN 2023
(Rp) (Rp)
ASET TETAP VGA3
Tanah V.C.1.3.1 1,055,233,166,328.84 992,189,242,511.62
Peralatan dan Mesin V.C.1.3.2 1,404,816,714,537.76 1,238,381,238,366.57
Gedung dan Bangunan VE133 2,287,505,237,885.02 1,871,012,748,447.92
Jalan, Jaringan dan Instalasi V.C.1.34 4,677,202,709,369.11 4,534,794,220,206.59
Aset Tetap Lainnya V.C.1.35 51,151,057,872.94 38,293,394,254.94
Konstruksi Dalam Pengerjaan V.C.1.36 58,297,527,652.29 48,687,795,625.44
Akumulasi Penyusutan V.C.1.3.7 (4,289,064,237,856.49) (3,781,738,951,944.36)
JUMLAH ASET TETAP v.D.1.3 5,245,142,175,789.47 4,941,619,687,468.72
DANA CADANGAN
Dana Cadangan - -
JUMLAH DANA CADANGAN = :
ASET LAINNYA V.C.14
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah VC14 1,149,721,159.05 -
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga V.C14 2,280,008,000.00 2,280,008,000.00
Aset Tidak Berwujud V.C14 8,863,534,066.01 8,454,499,066.01
Aset Lain-lain V.C14 908,364,457,931.53 909,451,335,241.53
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) V.C.14 228,819,000.00
JUMLAH ASET LAINNYA V.C14 920,886,540,156.59 920,185,842,307.54
TOTAL ASET V.CA 7,246,068,663,803.98 6,883,236,642,447.14
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Vv.C.2.1 12,035,701.00 1,217,873.00
Pendapatan Diterima Dimuka V.C.21 39,000,000.00 1,459,200,000.00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang V.C.21 136,672,225,632.00 136,672,225,632.00
Utang Beban V.C.21 270,746,531,126.93 193,991,120,412.33
Utang Jangka Pendek Lainnya V.C.21 45,798,680,961.00 9,309,606,692.00
JUMLAH KEWAJIBAN JK PENDEK V.C.2.1 453,268,473,420.93 341,433,370,609.33
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
Utang Dalam Negeri v.C.22 273,344,314,578.00 410,016,540,210.00
JUMLAH KEWAJIBAN JK PANJANG v.C.2z2 273,344,314,578.00 410,016,540,210.00
JUMLAH KEWAJIBAN v.C.2 726,612,787,998.93 751,449,910,819.33
Ekuitas 6,519,455,875,805.05 6,131,786,731,627.81
JUMLAH EKUITAS V.C.3 6,519,455,875,805.05 6,131,786,731,627.81

TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS

7,246,068,663,803.98

An. GUBERNUR MALUKU

6,883,236,642,447.14
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